
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

I 

Jakarta, 6 Mei 2024 

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 06-

04/PHPU.DPD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon EDWIN 

PRATAMA PUTRA, S.H. untuk wilayah Provinsi Riau. 

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D 

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum 
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Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat 

Telepon Kantor : (021) 31937223 

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa 

kepada: 

1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA 13.01855) 

2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA 10.01547) 

3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA 94.10206) 

4) Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA 13.00180) 

5) lmamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA 15.01045) 

6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA 13.01824) 

7) Hairil Syapril Saleh, SH. (NIA 14.01904) 

8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA 20.03628) 
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7.1. Laporan Pemohon Nomor : 001 /LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/111/2024 

tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau yang amar 

putusannya berbunyi 

MEMUTUSKAN 

"Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada 

tahapan Pemilu seusai dengan ketentuan peraturan perundangan­

undangan" 

(Vide Bukti T-001) 

8. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut di atas, secara jelas dan

nyata menunjukkan bahwa Termohon TIDAK TERBUKTI melakukan

Pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini

karena T ermohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

9. Bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah

memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang­

undangan, dan dalam permohonan a quo Pemohon juga tidak dapat

menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon,

sehingga Permohonan a quo patut untuk di DITOLAK seluruhnya atau

setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);

10. Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil­

dalil Pemohon.

11.1. TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN 
TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA 
MAU MEMBACAKAN D. HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA 
MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA 
SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN 
SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO 
1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan

11 (halaman 8 sampai dengan 12) menguraikan mempermasalahkan

terkait dugaan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan

Pemohon terkait perolehan D Hasil sebanyak 130 suara di TPS 42

Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kata, yang kemudian
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SIMPANG KOTAPARIT 08 7 20 7 20 Hasil Tidak ada ttd 
KANAN sama / di kolom Saksi 

sesuai Pemohon. 

SIMPANG BAGAN 13 7 21 7 21 Hasil Tidak ada ttd 
KANAN NIBUNG sama / di kolom Saksi 

sesuai Pemohon. 

BAGAN BAGAN 09 9 20 9 20 Hasil Ko/om Saksi 
SINEMBAH SINEMBAH sama / DPD 

RAYA RAYA sesuai Pemohon 
dalam C.Hasil 
di ttd o/eh 
Sdr. Akbar 
(Saksi PKS) 

PEKATAN SUNGAI 02 4 24 4 24 Hasil Tidak ada ttd 
BESAR sama / di kolom Saksi 

sesuai Pemohon. 

6) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas

menunjukkan bahwa sebagian besar locus TPS yang

dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara

yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat

TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan

maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai

dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan

tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan

oleh saksi calon lain. Sehingga dalil penggelembungan suara

sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus

dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.

7) Bahwa dalam dalil permohonannya angka 30 halaman 33 terkait

dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kata

Pekanbaru sebagaimana yang telah T ermohon rangkum dan

sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut:

(Vide Bukti T-091 s/d T-107)


















